
BUPATI SUMENEP 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN)IUPATI SUMENEP 
NOMOR I '/ TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATENSUMENEP 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMENEP, 

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 
terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah yang merupakan bentuk pelindungan 
kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah; 

b. bahwa bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan 
evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah perlu ditindaklanjuti dengan pedoman 
teknis sebagai acuan evaluator dalam melaksanakan 
evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di 
lingk:ungan Pemerintah Kabupaten Sumenep; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang 
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. 

I. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 



Menetapkan 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 80); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 202 I 
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1569); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep. 
2. Bupati adalah Bupati Sumenep. 



3. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten 
Sumenep. 

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat AKIP adalah 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 
instansi pemerintah melalui implementasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

5. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang 
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan 
pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi 
atas masalah yang ditemukan guna peningkatan 
akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah. 

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, 
yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian 
sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur 
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 
pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, 
pengikhtisaran, dan pelaporan ldnerja pada instansi 
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Pasal 2 

(!) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan 
untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan 
dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja 
yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada 
lnstansi Pemerintah. 

(2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan 
untuk: 
a. memperoleh infonnasi mengenai implementasi 

SAKIP; 
b. menilai tingkat implementasi SAKIP; 
c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 

AKIP; dan 
e. memonitor tindak lanjut rekomendasi basil 

evaluasi periode sebelumnya. 

Pasal 3 

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan 
SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BAB II 
PELAKSANAAN EVALUASI AKIP 

Pasal 4 

(!) Pemerintah Kabupaten Sumenep melaksanakan 
evaluasi internal AKIP. 



(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten 
Sumenep dapat dibantu oleh instansi lain, yang 
penunjukannya ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan 
instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik. 

Pasal 5 

(1) Evaluasi AKIP dilaksanakan setiap tahun. 
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara berjenjang dan berurutan yaitu: 
a. Evaluasi Internal AKIP Perangkat Daerah oleh 

Tim Evaluasi Internal AKIP Perangkat Daerah 
yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah; 

b. Reviu 1 atas hasil Evaluasi Internal AKIP 
Perangkat Daerah oleh Ketua dan / a tau anggota 
Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten; 

c. Reviu 2 atas hasil Reviu 1 oleh Pengawas 
(superfisor) Tim Evaluasi Internal AKIP 
Kabupaten; 

d. Penetapan nilai SAKIP Perangkat Daerah atas 
usulan Pengawas (superfisor) oleh Penanggung 
Jawab Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten; 

e. Evaluasi Internal AKIP Kabupaten oleh Ketua 
dan/ a tau anggota Tim Evaluasi Internal AKIP 
Kabupaten; 

f. Penetapan hasil Evaluasi Internal AKIP 
Kabupaten oleh Penanggung Jawab Tim Evaluasi 
Internal AKIP Kabupaten; 

g. Penyampaian hasil Evaluasi Internal AKIP 
Kabupaten oleh Tim Evaluasi Internal AKIP 
Kabupaten kepada stakeholders dalam rangka 
proses penilaian lanjutan; 

h. Penanggung jawab, pengawas, ketua dan anggota 
Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten 
sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan 
huruf g dibentuk oleh Bupati. 

Pasal 6 

Pelaksanaan evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 5 mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sumenep. 

Ditetapkan di : Sumenep 

pada tanggal :2 6 APR 2022 
BUPATI SUMENEP 

Diur.danrbn dah m Derita Daerah 

Tan1· t • 2'~6 SuKP'}f 2022 
Tahun . l() 'L. ?\omor : Ir 

l 1b 

Ir fDY I M Si 
1--'cni!, 111'a_, l 

KP. 196 .;OJ 1 014 



LAMPIRAN : Peraturan Bup* Sumenep 
Nomor : \ T · Tahun 2022 

tangga1 : 2 6 APR 2022 

PEDOMAN EVALUASI 
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) 

BAB I 
PENDAHULUAN 

A . Latar Belakang Evaluasi AK.IP 
Penguatan akuntabilitas kinerja mernpakan salah satu 

strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan akuntabel , pemerintahan yang 
kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan p u blik kepada 
masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 
Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah 
(SAKIP) mernpakan rangkaian s istematik dari berbagai 
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 
pen eta pan dan pengukuran, pengumpulan data, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 
instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Untuk mengetahui sejaub mana implementasi SAKIP 
dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian 
kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu 
dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi 
SAK.IP. Evaluasi AK.IP ini diharapkan dapat mendorong setiap 
instansi pemerintah dan Perangkat Daerah untuk berkomitmen 
dan secara konsisten meningkatkan implementasi SA.KIP dalam 
mewujudkan capaian kinerja (basil) yang telah direncanakan. 

Pelaksanaan evaluasi AKJP barus dila.kukan dengan 
sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi 
AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. 
Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberik:an 
petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP, yang berisi 
ten.tang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan 
pelaporan basil evaluasi. 

B. Tujuan Evaluasi A.KIP 
Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk 

mengetahui sejauh mana implementasi SAK.IP dilaksanakan, 
serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang 
tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan 
dapat mendorong setiap instansi pemerintah dan Perangkat 
Daerah untuk berkom.itmen dan secara konsisten mewujudkan 
capaian kinerja (basil) yang telah direncanakan melalui 
implementasi SAKIP. 

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap 
tahunnya adalah minimal untuk : 
1 . Memperoleh informasi tentang implementasi SAK.IP; 
2. Menilai tingkat implementasi SA.KIP; 



3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja; 
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan 

implementasi SAKIP; dan 
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi basil evaluasi periode 

sebelumnya. 

C. Ruang Lingkup Evaluasi AKIP 
Evaluasi AKIP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 
1. Evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah dilaksanakan oleh 

Tim Evaluator yang dibentuk di masing-masing Perangkat 
Daerah untuk melakukan evaluasi mandiri AKIP 
dilingkungan kerjanya. Hasil evaluasi mandiri disampaikan 
kepada Tim Evaluator Internal Kabupaten untuk dilakukan 
tahapan-tahapan penilaian. 

2. Evaluasi AKIP Internal Kabupaten, yaitu dilaksanakan oleh 
Tim Evaluator yang dibentuk oleh Bupati untuk 
melaksanakan evaluasi mandiri AKIP Kabupaten. Hasil 
evaluasi AK.IP Internal Kabupaten dan dokumen-dokumen 
terkait disampaikan kepada Menteri PANRB dan/atau Tim 
Penilai Nasional sesuai dengan ketentuan, untuk dilakukan 
tahapan-tahapan penilaian. 

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap 
implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik 
perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan ldnerja 
jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. 
Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran 
kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sarn.pai pada 
pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja. 
Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, 
antara Iain : 
I. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang 

akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang 
berkesinambungan; 

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan 
yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi 
dalam mencapai kinerja; 

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas 
atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan 
kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang 
memberikan dampak besar dalam penyesuaian 
strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 

4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang 
memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan 
implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; 
dan 

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta 
kinerja lainnya. 

BAB II 
PERANCANGAN DESAIN EV ALUASI AKIP 

Informasi pertanggungjawaban kinerja yang diungkapkan 
dalam dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu­
satunya informasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP. 
Perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian. utruna dalam 



evaluasi AKIP diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih 
baik dalam. perencanaan kinerja berdasarkan basil kinerja 
sebelumnya. Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan 
dalam analisis evaluasi AKIP, juga termasuk berbagai hal yang 
dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan atau pun 
keunggulan instansi. Cakupan informasi jika dilihat dari 
kepentingan pihak-pihak. pengguna inform.asi basil evaluasi, 
antara lain : 
1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan./perkembangan 

(progress); 
2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya 

( efektif); dan 
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi. 

Elemen-elemen dalam. desain evaluasi yang harus 
dipertimbangkan secara spesifik dalam pengumpulan informasi, 
antara lain : 
1. J enis informasi; 
2. Sumber informasi; 
3. Metode pengumpulan infonnasi; 
4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi; 
5. Pembandingan hasil analisis informasi (dampak atau 

hubungan sebab- akibat); dan 
6. Analisis perencanaan. 

Berdasarkan pertimban.gan di atas, desain evaluasi AKIP 
yang per!u dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut : 
A. Sumber Daya, lnstrumen, dan Alat Evaluasi AKIP 

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk 
mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) evaluator, 
perencanaan evaluasi, pelaksan.aan evaluasi, dan pengendalian 
evaluasi. 
1. SDM Evaluator 

Hal terpenting dalam evaluasi AKIP adalah ketersediaan 
SOM yang memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai 
dengan standar dan kode etik evaluator. Dengan semakin 
banyak SDM yang memenuhi standar dan mematuhi kode 
etik, akan terbentuk tim yang berkualitas yang dapat 
menjadi pemicu utama keberhasilan. mewujudkan. basil 
evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi 
Internal minimal terdiri atas : 
a. Tim Evaluasi Internal AKIP Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab (pimpinan PD) 
Ketua Tim (Sekretaris PD/jabatan satu tingkat dibawah 
pimpinan PD) 
Anggota Tim (jabatan struktural/fungsional/pelaksana) 

b. Tim Evaluasi Internal AKIP Kabupaten 
Penanggung Jawab (Bupati Sumenep) 
Pengawas/Supervisor (Sekretaris Daerah) 
Anggota Pengawas (Asisten Sekda/Kabag/JF/ 
Pelaksana) 
Ketua Tim (lnspektur Daerah) 
Anggota Tim (jabatan struktural/fungsional/pelaksana) 



2. Perencanaan Evaluasi AKIP 
Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam 
keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan 
kerangka kerja (framework) bagi seluruh tingkatan 
manajemen evaluasi dalam melaksanakan proses evaluasi. 
Secara garis besar, terdapat beberapa hal penting yang perlu 
dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi AK.IP, yaitu: 
a. Identifikasi pengguna hasil evaluasi; 
b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting; 
c. Identifikasi informasi yang akan dihasilkan; dan 
d. ldentifikasi sistem komunikasi dengan pihak yang 

terkait. 
Berdasarkan perencanaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat 
dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu : 
a. Evaluasi Sederhana ( desk evaluation) 

Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah 
dokumen ataupun informasi lain yang tersedia atas 
implementasi SAKIP. Tanpa menguji kebenaran atas 
pembuktian di lapangan melalui reviu atau wawancara 
langsung kepada evaluatan. 
Evaluasi 1n1 dapat meliputi pengungkapan dan 
penyajian informasi kinerja dalam dokumen Laporan 
Kinerja, dokumen Rencana Strategis, dokumen 
Perjanjian Kinerja, dengan melakukan telaah misalnya, 
keselarasan antar komponen dalam perencanaan 
strategis, logika pelaksanaan program, dan logika 
strategi pemecahan masalah yang 
direncanakan/ diusulkan, serta keberhasilan/kegagalan 
pencapaian kinerja. 

b. Evaluasi Terbatas 
Evaluasi 1n1 menggunakan langkah-langkah pada 
evaluasi sederhana, hanya saja ditam.bah dengan 
berbagai konfirmasi, pengujian, dan penelitian terbatas 
pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu. 
Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak lanjut atas 
rekomendasi basil evaluasi AKIP sebelumnya atau 
evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang 
terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas 
kinerja pelaksanaan program tertentu. 

c. Evaluasi Mendalam (in depth evaluation atau disebut 
"Evaluasi" saja) 
Evaluasi m1 merupakan pendalaman dari evaluasi 
sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan 
pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari 
praktik nyata atas implementasi SAK.IP maupun 
kombinasi dengan basil wawancara mendalam. Evaluasi 
AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP secara 
mendalam tidak harus dilakukan terhadap seluruh 
elemen, unit, atau pun kebijakan, program, dan 
kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi 
dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian 
secara lebih mendalam terhadap uji petik (sampling) 
atau pernilihan beberapa elemen, unit, atau pun 
kebijakan, program, dan kegiatan. 



B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP 
1. Metodologi Evaluasi AKIP 

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP 
adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif 
dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan 
(kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan 
evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan 
kendala yang ada. Dalam hal 1n1, evaluator perlu 
menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang 
akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam 
evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis 
ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk 
untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat 
menghasilkan rekomendasi basil evaluasi yang 
meningkatkan akuntabilitas kinerja. 

2. Teknik Evaluasi AKIP 
Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara 
umum untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah 
sederhana, survei sederhana, survei yang detail dan 
mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied research), 
survei target evaluasi (target group), penggunaan metode 
statistik, penggunaan metode statistik non param.etrik, 
pembandingan (benchmarking), analisis lintas bagian (cross 
section analysis), analisis kronologis (time series analysis), 
tabulasi, penyajian pengolahan data dengan 
grafik/ikon/ simbol-simbol, dan sebagainya. 
Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan 
dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain : 
a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi 
dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan 
data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh 
instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri. Cheklist 
kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, 
data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam 
pelaksanaanmevaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia 
informasi dan data (responden) dapat memenuhi 
kebutuhan tersebut. 

b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana 
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi 
yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara 
langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban 
yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat 
secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan 
wawancara secara langsung, maupun melalui media 
telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, 
ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya 
disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai 
ha1-ha1 atau materi yang akan ditanyakan. Hal penting 
lainnya yang harus dipersiapkan antara lain sikap, 
penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat 
bekerja sama. 

c. Observasi 
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi 
dengan melakukan pengamatan terhadap suatu 



aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam 
pengertian sempit, yaitu observasi dengan 
menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi 
dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas. 

d. Studi Dokumentasi 
Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi 
yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau 
diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang 
dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain 
seperti peraturan perundangan dan media inforrnasi 
bruk cetak maupun elektronik/ digital. 

BAB III 
MEKANISME EVALUASI AKIP 

Mekanisme evaluasi A.KIP dapat dikelompokan dalam 
beberapa tahapan, antara lain pengoordinasian dan penyusunan 
LKE, pendokumentasian, analisis, dan interpretasi data dan 
informasi yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan 
penyusunan rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu 
rancangan LHE AKIP, serta pengendalian evaluasi AKIP, seperti 
gam bar berikut : 

Ketua dan Anggota Tlm Evalual AKIP lntema Kabupaten 

P.wa.00($1im1slan dan penva~tian LKE AKIP 

Peran at Daer ah lnvenla1isjS Data SAKIP e.,erariJl!.lat Daerah dan l<a~ueaten • 

!nventarl5iS Dal a SAKIP PO 

~m11is~ Data dan Pe04l~lao UCE AKIP PD 

Peoya~Jan Hasil lslan LKE AKIP PO 
~trta Data Oukvn uniuk Oite a kan 

Penyusunan D[i!f LHE AKIP PD 

Pe~moaJao ~i~ LKE !,asi_lrev111 
clan Otilf LHE AJ(lp PD 

lidak f. 

·u Jsien LKE AKIP PD) 
lslan LI<E AKIP PD St.tdah .Qlyaklnl 

eb a a a 

~nallsls Data dan Pengjllao LKE AKIP 
Kabu aten 

e..eovaro11~w Ha~I lsila9. LKE AKIP 
)<abu~len 

• tiiclak 

- Peo,.ajuan peaerapan Nilai SAKlP PO a.tas Hasll Revt1,1 
• P J LKEAKIP 

Penvampalan Hatil Evaluul Internal AKIP Kabui,aten keoeda Stakeholdara /Publilrul Katetaoan H■1il Evaluul 

1. Penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten 
mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi AKIP kepada seluruh jajaran 
Tim. 

2. Pengoordinasian dan Penyusunan LKE. 
Pengoordinasikan pelaksanaan evaluasi mandiri A.KIP kepada seluru 
Perangkat Daerah/ Unit Kerja serta Penyusunan LKE AKIP Perangkat 
Daeran dan Kabupaten dilakukan oleh Ketua dan Anggota Tim Evaluasi 
Kabupaten sesuai dengan kondisi yang diharapak dan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan serta mendapatkan persetujuan 



minimal dari pengawas (superfisor) Tim Evaluasi Internal AKIP 
Kabupaten. 
Penyampaian LKE AKIP Perangkat Daerah kepada Penanggung Jawab 
Tim Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dapat dilakukan sebelum atau 
bersamaan dengan pengoordinasian evaluasi mandiri AKIP Internal 
Perangkat Daerah. 

3. Penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah 
mengkoordinasikan peiaksanaan Evaluasi AKIP Interna di Iingkungan 
Perangkat Daerahnya kepada seluruh jajaran Tim. 

4. Ketua dan Anggota Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah 
melaksanakan : 
a. Pengumpuian data yang dibutuhkan dalam rangka proses 

pelaksanaan evaluasi mandiri AKIP Perangkat Daerah. 
b. Data terkait SAKIP dianalisis oleh Tim Evaluasi Perangkat Daerah 

dan penanggung jawab pencapaian kinerja immedi.ate/intennediate 
outcome atas top outcome. Hasil analisis data diinterpretasikan 
hasilnya kedalam LKE. Pelaksanaan analisis dapat melibatkan 
tenaga yang Iebih perpengalaman dalam AKIP guna memastikan 
kualitas evaluasi mandiri AKIP baik kesesuaiannya dengan Peraturan 
Perundang-Undangan maupun fakta serta data dukung yang relevan. 

c. Menyampaikan LKE evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang telah diisi 
(Isian LKE AKIP) kepada penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP 
Perangkat Daerah untuk selanjutnya disahkan. 

d. Dan disampaikan kepada Ketua Tim Evaluasi AKIP Kabupaten 
dilengkapi dengan kesimpulan atas hal-hal yang menunjang 
keberhasilan dan penyebab tidak tercapaian target kinerja masing­
masing indikator, serta data dukung kinerja dan dokumen SAKIP 
lainnya. 

5. Penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP Internal Perangkat Daerah 
sebelum menetapkan hasil lsian LKE Perangkat Daerah terlebih dahulu 
melakukan verifikasi. Apabila terhadap hal yang belum sesuai atau perlu 
perbaikan maka isian LKE dikembalikan kepada Ketua Tim untuk 
dilakukan penyempurnaan atau perbaikan. Apabila isian LKE telah 
sesuai dengan fakta dan data dukung yang ada atau tidak dibutuhkan 
penyempurnaan/perbaikan lagi maka 1s1an LKE tersebut dapat 
ditetapkan dan disampaikan kepada Ketua Tim Evaluasi AKIP Kabupaten 
dilengkapi dengan kesimpulan atas hal-hal yang menunjang 
keberhasilan dan penyebab tidak tercapaian target kinerja masing­
masing indikator, serta data dukung kinerja dan dokumen SAK.IP 
lainnya. 

6. Ketua dan Anggota Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten 
melaksanakan : 
a. Pemanfaatan LKE AKIP Kabupaten yang telah disusun atau LKE AKIP 

Kabupaten dari Kementerian terkait. Pemanfaatan LKE AKIP 
dimaksud adalah melakukan pengisian LKE AKIP yang 
diawali dengan Inventarisasi dan validasi Data SAKIP 
Perangkat Daerah dan dokumen SAKIP Kabupaten sebagai 
bahan isian. 

b. Mereviu isian LKE AKIP Perangka Daerah (reviu 1). Apabila 
terdapat ketidaksesuaian isian LKE Perangkat Daerah 
dengan sumber data yang valid, maka Ketua Tim Evaluasi 
Kabupaten dapat melakukan tindakan 
mengubah/menyesuaikan isian LKE Perangkat Daerah 
dengan fakta/sumber data yang valid. Sedangkan terhadap 
hal-hal yang diragukan, maka Ketua dan/atau Anggota Tim 



Evaluasi Kabupaten mengkonfirm.asi kepada Tim Evaluasi 
Perangkat Daerah untuk meminta keterangan atau memberi 
kesempatan untuk dilakukan 
perbaikan/penyempurnaan/penyesuaian dengan fakta yang 
ada dengan tenggang waktu tertentu. 
Apabila isian LKE telah sesuai dengan fakta dan data dukung yang 
ada atau tidak dibutuhkan penyempurnaan/perbaikan Jagi maka 
isian LKE tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penilaisn awal dan 
penyusunan Draf LHE AKIP masing-masing Perangkat Daerah palin 
sedikit memuat Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi, Kondisi dan 
Rekomendasi. 

c. Menganalisis data terkait SAKIP Kabupaten baik yang bersumber dari 
dokumen-dokumen SAKIP Kabupaten maupun dari data ysng 
disajikan dalam LKE AKIP Persngkat Daerah dan 
menginterpretasikannya ke dalam LKE (isisn LKE AKIP Kabupaten). 

d. Draf LHE AKIP masing-masing Persngkat Daerah dsn lsisn LKE hasil 
reviu 1 berserta data dukungnya sebagaiman dimaksud huruf b dan 
Hasil isian LKE AKIP Kabupaten sebagaiman dimaksud huruf c 
disampaikan kepada Tim Pengawas (Supervisor) untuk ctilakukna 
proses lanjutan. 

7. Untuk menjaga mutu hasil evaluasi, maka Tim Pengawas (Supervisor) 
melaksanakan tugas : 
a. Reviu 2 atas hasil reviu 1 LKE Persngkat Daerah dan Draf LHE AKIP 

Perangkat Daerah, serta mereviu isian LKE A.KIP Kabupaten yang 
disusun oleh Ketua dan Anggota Tim Evaluasi Kabupaten. 

b. Dalam ha! pelaksanaan reviu 2 terdapat hal-hal yang tidak sesuai 
dengan fakta atau informasi/data dukung yang valid dan/atau 
dipandang perlu menambah rekomendasi dalam LHE, maka Tim 
Pengawas dapat melakukan tindakan mengubah/menyesuaikan isian 
LKE dan Draf LHE AKIP Perangkat Daerah serta isian LKE 
AKIP Kabupaten. 

c. Mengajukan penetapan nilai AKIP Persngkat Darah berdasarkan 
basil reviu 2 serta penepatan lsian LKE AKIP Kabupaten kepada 
penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten. 
Tim Pengawas dalam melaksanakan reviu wajib memanfaatkan 
teknologi informasi dan dapat dibantu oleh SOM dan/atau 
Tenaga Ahli yang lebih berpengalaman dalam evaluasi AKIP. 

8. Penanggung jawab Tim Evaluasi AKIP Internal Kabupaten menetapkan 
nilai SAKIP Perangkat Daerah dan lsian KLE AKIP Kabupaten. 

9. LHE AKIP Perangkat Daerah yang telah ditetapkan 
disampaikan kepada masing Perangkat Daerah untuk 
digunakan dalam perbaikan/peningkatan implementasi SAKIP 
dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat 
sasaran dan berorientasi basil serta mewujudkan capaian 
kinerja yang telah direncanakan. 

10. lsian LKE AKIP Kabupaten yang telah direviu dan 
ditandatangani oleh Penangungjawab Tim Evaluasi Kabupaten 
disampaikan kepada Pemerintah Propinsi/Pusat/Tim Evaluasi 
Nasional untuk selanjutnya dilakukan proses/tahapan 
penilaian. 



BAB IV 
PENUTUP 

Evaluasi AKlP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi 
pemerintah. Dengan ditetapkannya Pedoman Tenis Evaluasi AK.IP ini sebagai 
acuan dalam melaksanakan evaluasi guna menjaga mutu hasil evaluasi 
AK.IP. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga dapat menggunakan 
inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara terusmenerus 
metode dan teknik evaluasi AK.IP yang lebih optimal dan lebih efisien dalam 
pelaksanaannya. 

Pada akhimya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan 
dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu 
meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya 
Akuntabilitas Instansi Pemerintah terhadap kinerjanya. 

BUPATI SUMENEP 


